PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG %
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
TAHUN ANGGARAN 20

DENGAN RAHMAT TUHAN i HA E%Q
I,

WALIKOTA SUK

Menimbang : a. bahwa memenubhi k
32 Tahun 2004 ter
beberapa kali d on Undang-Undang Nomor 12

edua Atas Undang-Undang

a
ﬁ@ Belanja Daerah (APBD) Tahun
010 sesdaindengan Keputusan Gubernur Jawa Barat
eu/2011 tentang Evaluasi Rancangan

Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan
ta Sukabumi tentang Penjabaran Anggaran
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang
‘ Keputusan Pimpinan DPRD Kota Sukabumi
#p 1/PIM/TAHUN 2011 tentang Penetapan Penyempurnaan
.‘,

épyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi

angJAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
an 2011 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;

hwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun
Anggaran 2011;



Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 198

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ingonesia Nomor 551);

ang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambaha paran Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimanq_telgh bebe ali diubah
terakhir dengan Undang-Und moy/ 16.Tahys 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pepagr engga ndang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 te g P ahan Kee&typat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun\1883 tgntang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menja ang-Un, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nom: ambahan Lembaran
Negara Republik Ind6ness

Nomo%
3. Undang-Undan QT 12 T@l 5 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Le Negara ublik Indonesia Tahun 1985
Nomor 6 n Le bara Negara Republik Indonesia
Nomor 331 agai diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 oritaQy/ Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor tang Pajak Bumi dan Bangunan

subtik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

r0r 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
embaran Negara Republik Indonesia Tahun

n 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

@) |
omog 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat

Pak mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
129 ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

gara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

potisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

@é;ngUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
e
e

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang ......




8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 istem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran daja Repuybliky Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha €gdya Republik

Indonesia Nomor 4421); @ o
Q64 tentang intahan Daerah

Tambahan Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah beberapa kali diuba

11. Undang-Undang Nomor 32 Ya

Undang-Undang No - ang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik I sia” Tahun 2008 Nomor 59,
ara Rep ndonesia Nomor 4844);

3%1‘un 2004 tentang Perimbangan

5 sat dan Pemerintahan Daerah
@ donesia Tahun 2004 Nomor 126,
a Republik Indonesia Nomor 4438);

e@ 27 Tahun 2009 tentang Majelis

at, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
an Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

N Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
L@ Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

ayangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

<.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah
Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

17. Peraturan ......



17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan ProtQkoler dan Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesfa”Tfahyn 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republi 3

2005 tentanig’Vengelolaan
(Lerazaran Negara
) a

an Lembaran

05 tentang Standar
a Republik Indonesia
aran Negara Republik

7

20. Peraturan Pe omo£% Tahun 2005 tentang Dana
Perimban ( oAan Negara Republik Indonesia Tahun 2005
L&ﬁran Negara Republik Indonesia

or 56 Tahun 2005 tentang Sistem
aerah (Lembaran Negara Republik

J {omor 138, Tambahan Lembaran Negara
Yomor 4576);

%uran @&intah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

ada P@eraR~(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

@)‘; No , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
§ ; omg 4577);

\N

aly Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
ngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

{(Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

26. Peraturan ......



26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahur
Keuangan dan Kinerja Instansi Pg
Republik Indonesia Tahun 2006 Non
Negara Republik Indonesia Nomo %

0 entang Pelaporan
ph (L n Negara
25, Tam Lembaran

28. Peraturan Pemerintah Noggf 3 Feahun 20 ntang Laporan
Dagnah kepada Pemerintah, Laporan

epala %ah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informa ran Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah s@ (Lembaran Negara
Republik Indonesia & 9, Tambahan Lembaran
O

Negara Republik I ) >
9T

aun 2007 tentang Pengelolaan
Negara Republik Indonesia Tahun
aran Negara Republik Indonesia

Keterangan Pertanggungjawab

s\,

or 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
7 Politik (Lembaran Negara Republik
{omor 18, Tambahan Lembaran Negara
@or 4972);

%ﬁ%}&nesi )
31 exqftvan P &h Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Peyydsunan|\Rergtjiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
atd Ter{jb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

&epubl' onesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
egara blik Indonesia Nomor 5104);

.Pe|Q4 @ Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pu dn dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retr{pusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nom6r 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

&

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan ......



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeran dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom hun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan KeuangapDagraly, Penganggaran, dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bg enunperasional

¢ngembalign’ / Tunjangan

Pimpinan DPRD serta Tata Cara

Komunikasi Intensif dan Dana Op o
38. Peraturan Menteri Dalam Negger %ﬂ 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daer epala Daerah;

40. Peraturan Menterj Q;éa mor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tat a Péyghitungan, Pénganggaran dalam Anggaran
Q] {, Lengajuan, Penyaluran, dan Laporan

"I e
apBantuan Keuangan Partai Politik;

{ Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
50 Seri E - 7) sebagaimana telah dua kali diubah
ngan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun
g Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
mor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2,

43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);

45. Peraturan ......



45. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

46. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

47. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor
Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Dagé
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Da

A Tahun 2008 tentang
xta Sukabumi Tahun
Sukabumi Nomor

S

ahun, 2008 tentang
kabu a Perusahaan
ota Sulkdpumi Tahun 2008
49. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No z2~Tahu1r1 2009 tentang

Perusahaan Daerah Aj i Tict i Wibawa (Lembaran
Daerah Kota Sukabu 3 ;

50. Peraturan Daerah

Penyertaan ak Pe
Daerah Air i
Sukabumi

Q1

48. Peraturan Daerah Kota Sukabu
Penyertaan Modal Pemeri
Daerah Waluya (Lembara
Nomor 15);

DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Menetapkan %ATU AN
B
@ Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai

berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp 580.770.734.000,00
2. Belanja Daerah Rp  606.537.524.000,00 (-)

Surplus/Defisit Rp (25.766.790.000,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp 30.299.290.000,00
b. Pengeluaran Rp  4.532.500.000,00 (-)
Pembiayaan Netto Rp  25.766.790.000,00

Sisa .....




Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri

dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah p 88.455.323.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah 393.362.307.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sa

sejumlah Rp 104.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaim@i dpadajayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan : V
a. Pajak Daerah sejumlah Rp 10.201.122.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah @{p 5.878.341.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Dipisahkan sejumlah @ Rp 4.574.267.000,00

d. Lain-lain Pendapata aerah
sejumlah Rp 67.801.593.000,00

(3) Dana Perimbangan e‘ daiinana d pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pend

a. Dana Bagi %mh & Rp 42.798.840.000,00
b. Dana Alok sejuml@ Rp 330.918.367.000,00
a

Rp 19.645.100.000,00

c. Dana Algkast Sus sej%
(4) Lain-lai tan agraly yang Sah sebagaimana dimaksud pada

terdiri eayijenhis pendapatan :

Rp -
._Dn t ah Rp -
7 ,Da i il P sejumlah Rp 24.775.012.000,00
J. @1 Ra Penyesyai an Otonomi Khusus sejumlah Rp 64.178.092.000,00
ABantuan,, Keuangan dari Provinsi atau dari
Peme@Daerah lainnya sejumlah Rp 10.000.000.000,00
@ @ Pasal 3

(1) B Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 334.113.353.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 272.424.171.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 288.672.149.000,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp -
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp -
d. Belanja Hibah sejumlah Rp 31.556.396.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 12.384.808.000,00

f. Belanja ......



-9.

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa Rp -
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp -
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp  1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 42.821.037.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 154.554.736.000,00

c. Belanja Modal sejumlah @ 75.048.398.000,00
@ Q
A dimaksud dalam\Péasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah p 30.299.290.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp  4.532.500.000,00

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimj

(2) Penerimaan sebagaima i
jenis pembiayaan :

t (1) huruf a, terdiri dari

a. Sisa Lebih Per

Cadangan sejumlah Rp -
dal (investasi) Pemerintah Daerah

Rp  1.000.000.000,00
R, Pokok Utang sejumlah Rp -
injaman Daerah sejumlah Rp  3.532.500.000,00

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
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b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

0o

(3) Pendanaan kedaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga;

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak i dapat dilakukan

dengan cara :
a. menggunakan dana dari hasil pendz an ula ian target
galam takafi anggaran

kinerja program dan kegiatan JaimQy< ;
berjalan; dan @ &
b. memanfaatkan uang kas yah2 terseédda dari E lebih realisasi

pendapatan atau selisih flepih rf3lisasi penerfmaan pembiayaan

sebagaimana ditetapkan d jaturan @ah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daeralr:
(5) Pengeluaran sebagaima ksud at (1) termasuk belanja
untuk keperluan mende

perluan esak sebagaimana dimaksud
/o anan dasar masyarakat yang
tersed am tahun anggaran berjalan; dan

k%i?nya yang apabila ditunda akan
AT g lebih besar bagi pemerintah daerah

£ difoprulasikan terlebih dahulu dalam DKA-SKPD.
() \Pendanaaryykeadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan
erah téritdpig Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
iptaQNDgerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiranl  Ringkasan APBD;

2. LampiranIll Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. LampiranIll Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

4. Lampiran .....
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4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

5. LampiranV  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Invesfasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambaha n Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambat engurangan Aset
Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-KegiatanJal«h Angga Jebelumnya

yang Belum Disele

m Di ng@kan Kembeali
dalam Tahun Anggana .
derah; dan

12. Lampiran XII Daftar Dana C ga
13. Lampiran XIII Daftar Pinjamal Raerdly dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

ikota Sukabumi tentang
Daerah sebagai landasan

Walikota Sukabumi menet a

D
SlA QA 1o

Penjabaran Anggaran Perdd
operasional pelaksana .

NI

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUM],

@l MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukaburhi

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUM]I,

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 3



